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PERATURAN BUPATI BURU 

NOMOR: 48 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2010 

us BLIEU 
D  I I I  UrK 

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru 

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

: 1 .  Undang- Undang No 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 

Nomor 1617) ,  jo Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ( Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961 ) jo Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten B~ru Selatan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 105 )  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878; 

2. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 3 1 2 )  sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

7. Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389 ); 

. 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421 ); 

2 



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambhaan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan 

Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712) ; 
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15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Urnurn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

16.  Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

.r Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

20. Peraturan Pererintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 
4 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20); 

·25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

r Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( L e m b a r a n  

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737 ): 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang perubahan atas Peraturan ienteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010. 
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10.115.612.499,26 

402.717.385.988,23 Rp. 

Rp. 

(Rp. 2.903.689.422,34) 

RD. 405.621075.410,57 

3513.006,646,00 

6.602.605.053,26 

Rp. 332.382.666.681,54 

RD. 70.334.719.306,69 

Rp. 

RD. 331.908.349.457,88 

Rp. 73.712725.952,69 

p. 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

r 

1 .  Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah / (Berkurang) 

M E M U T U S K A N  

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas: 

2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah / (Berkurang) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

1 )  Semula 

2) Bertambah / (Berkurang) 
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

0,00 

2.903.689.422,34 

7.211,923.076,92 Rp. 

Rp. 

Rp. 

7.076.923.076,92 

135.000.000,00 

Rp. 

RD 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

1 )  Semula 

2) Bertambah / (Berkurang) 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 



Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuirya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Namlea 
pada tanggal 02 Nopember 2010 

Diundangkan di Namlea 
P ',_g a l  02 Nopember 2010 
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